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ABSTRAK 
 
Madiansyah Rizkia Evando. 2016. E0012241. PERAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK 
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAWU KECAMATAN 
PARON KABUPATEN NGAWI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas 
mengenai peran pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance di Desa 
Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi serta untuk mengetahui kendala yang 
dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa  untuk mewujudkan good governance di Desa Dawu Kecamatan 
Paron Kabupaten Ngawi. 
  Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris 
bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 
pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu melalui 
wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber data 
sekunder yaitu buku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peraturan 
perundang-undangan, dan juga jurnal. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analis is 
data kualitatif dengan model interaktif.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di 
Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya sesuai dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kendala-
kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance, dan juga 
belum optimalnya Pemerintah Desa dalam penerapan asas-asas pemerintahan yang 
baik. Hal tersebut di ketahui dari hasil wawancara dengan ketua  Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut. 
 
Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, good governance, pemerintah 
desa 
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ABSTRACT 
 
Madiansyah Rizkia Evando. 2016. E0012241. ROLE OF VILLAGE 
CONSULTATIVE COUNCIL ON IMPLEMENTING SUPERVISION UPON 
THE WORK OF VILLAGE GOVERNMENT, BASED ON CONSTITUTION 
NO. 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE,  ACTUALIZING GOOD GOVERNANCE 
IN DAWU VILLAGE, PARON DISTRICT, NGAWI REGENCY. Legal Scientific 
Writing (Skripsi). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 The research intends to precisely know and analyze about the implementation 
of the Village Consultative Council’s supervisory function upon the work of Village 
Government, based on Constitution no. 6 year 2014 about Village, and on 
actualizing Good Governance in Dawu Village, Paron District, Ngawi Regency, 
and to discover obstacles encountered by the Village Consultative Council on 
implementing supervision upon the work of Village Government, based on 
Constitution no. 6 year 2014 about Village, and on actualizing Good Governance 
in Dawu Village, Paron District, Ngawi Regency. 
 The research, viewed from the purpose, is classified as a type of empirical legal 
research with descriptive purpose and using constitutional approach, case 
approach, and conseptual approach. The data source is taken from primary data 
source, that is by doing interview with the member of Village Consultative Council, 
and from secondary data source, that is from books, good governance principle, 
constitution and regulations applied, and journals. After the data gathered, 
qualitative data analysis is conducted with interactive model. 
 Based on the research result and data analysis which has been conducted, 
there is a conclusion that can be withdrawn, that is the implementation of the 
Village Consultative Council’s supervisory function upon the work of Village 
Government in Dawu Village, Paron District, Ngawi Regency, has not been 
appropriate with Constitution no. 6 year 2014 about Village; there are some 
obstacles in implementing the Village Consultative Council’s supervisory function 
upon the work of Village Government, based on Constitution no. 6 year 2014 about 
Village to carry out Good Governance; and the Village Government has not 
optimally run Good Governance. The case is found out from the result of interview 
with the Head of Village Consultative Council in the village. 
 
Keywords : Village Consultative Council, good governance, Village Government 
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